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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Trasnsaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik; 
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10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan 

Umum; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 

2019 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum;  

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kuningan tanggal 26 Agustus 2020 membahas tentang 

Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan Tahun 2020. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020. 

 



                                               -4- 
 

jdih.kpu.go.id/jabar/kuningan 

KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan Tahun 2020. 

KEDUA : 

 

 

 

 

 

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

 

 

 

 

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

adalah: 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik 

dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan. 

b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja 

dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan; 

c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik dari seluruh 

unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten 

Kuningan. 

d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang 

termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. 

e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan 

pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim 

Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; 

f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan 

sekalipun sewaktu-waktu kepada atasan PPID; 

g. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama 

subbagian hukum. 

 KEEMPAT 

 

 

 

: 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 
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